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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA METRO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

. Undang-Undang

WALIKOTA METRO,

bahwa wuntuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005
— 2023, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;

bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerinlah Daerah Kota Metro ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wallkota tenlang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Metro Tahun 2017,

Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati T Way Kanan, Kabupaten Dati
II Lamnpunyg Timur, dan Kotamadya Dati II Metro {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286;
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13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talnan 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 638, Tambahan Lecmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47235);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara REepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambsghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuabh
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indeonecsia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah WNomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 1entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Noma 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4583);

Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



14.

15

16.

B

18.

19.

20.

5

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Kelerangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonegia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lecmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pcdoman ~ Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomeor 310);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
rentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tcnlang Tahapan, Tala Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 318);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor
07 Tambshan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metre Nomor 01};



23.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Metro Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 4);

24, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 - 2031
{Lembaran Daerah Kota Mctro Tahun 2012 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

=1

10.

Daerah adalah Kota Metro.
Pemerntah Daerah adalah Pemerintah Kota Meotro.
Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

Dewan Perwaldlan Rakvat Daecrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Perencanaan adalah sualu proses untuk menentukan tindakan masa depan
vang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumbcr daya
vang tersedia,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Kota Metro yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat  visi, misi dan arah
pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat
dengan RKPD Koia Metro adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kota Metro untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka
ckonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbanglkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan
Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah
Daerah vyang bertanggung jawab dan membantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekrelariat Daerah, Badan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah rencana pembangunan Kelurahan
yang mcrupakan forum musyawarah tahunan Stakeholders kelurahan unfuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
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(3)

Musrenbang Kecamatan adalah musyawarah rencana pembangunan
kecamatan yang merupakan forum musyawarah Stakeholders kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kclurahan serta
menvepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar
penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro pada
tahun berikutnya.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
musrenbang kecamatan dan SKPD atau gabungan SKPD.

Musrenbang Kota adalah musyawarah rencana kerja pembangunan Kota
untul memantapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah NDaerah Kota Metro
berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kola Metro
berdasarkan rcncana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah hasil Forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk
menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu
dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan
tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan
masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai
skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah.
Konsultasi publik dapat berupa konsultasi forum stakeholder atau focus group
discussions di tingkat SKPD maupun di lingkal lintas SKPD.

Pagn1 indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada

SKPD unluk setiap program scbagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
SKPD.

Prukiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yung dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
alau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan
pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu
vang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/
pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijakan
pembangunan tahunan daerah tahun 2017.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam
sctiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolok ultur terhadap
kinerja Pemerintah Kota.

RKPD tahun 2017 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafun Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.



(4) REPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
percncanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2} Dekumen RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPATAN KINERJA PENYELENGCARAAN PEMERINTAHAN

¢. BAB Il RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

d. BABIV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

c. BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN
2017

[, BAB VI PENUTUP

Pasal 3
RKPD Kota Metro Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan
konsultasi publik dengan para stakeholder, dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju baik vang bersumber dari APBD Kota Metro, APBD
Provinsi Lampung dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Isi dokumen serta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam lampiran naskah RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro ;

Pada tanggal 30 Me, 2016

WALIKOTA METRO,

AC PAIRIN
Diundangkan di Metro }
Pada tanggal 20 Me 2016
SEKRETARIS RKOTA METRO,
18
®

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.......



